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ABSTRAK

Anak secara hukum di Indonesia dikonsepkan dengan dilihat dari segi umur atau dapat
dikatakan dilihat dari kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan.
Melihat konsep anak tersebut menyatakan bahwa anak diatur secara umum dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia namun pada kenyataanya secara hukum anak
memiliki beberapa kategori yang berbeda yang dapat dilihat dari latar belakang anak
tersebut seperti halnya anak luar perkawinan. Anak luar perkawinan memiliki hak dan
kewajiban yang berbeda dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah
sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan
dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dari pasal tersebut memberikan akibat hukum
bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hak untuk dibesarkan dan dirawat oleh
ibu dan keluarga ibunya. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tersebut telah diubah bunyinya oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor
46/PUU-VI111/2010 terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan
dari putusan tersebut menyatakan bahwa yang memiliki hubungan keperdataan dengan
anak luar perkawinan bukan hanyalah ibunya saja namun ayah biologis anak tersebut
asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jika terjadi sebuah penelantaran
anak luar perkawinan yang sudah pasti harus bertanggung jawab adalah ibu dari anak
luar perkawinan tersebut sedangkan Ayah biologis belum ada pembuktian secara ilmu
pengetahuan atau secara hukum masih dapat dimungkinkan bebas dari tanggung
jawabnya apabila melakukan penelantaran anak luar perkawinan. Sampai saat ini
pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai penelantaran anak luar
perkawinan masih belum diatur dengan jelas, selain itu tata cara menentukan ayah
biologis dari anak luar perkawinan pun masih belum diatur. Oleh karena itu,sangat
diperlukan aturan khusus yang menjamin kepastian hukum bagi anak luar perkawinan
maupun ibu anak luar perkawinan tersebut apabila ayah biologis anak luar perkawinan
tersebut melakukan penelantaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Anak Luar Perkawinan, Penelantaran, Pertanggungjawaban
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ABSTRACT

Legally, children in Indonesia are conceptualized in terms of age or can be said to be
seen from their skills in carrying out legal actions as regulated in Article 1 number 1
of the Child Protection Law which states that a child is someone who is not yet 18 years
old or still in the womb. Seeing the concept of a child, it states that children are
generally regulated in Indonesian laws and regulations, but in reality, legally, children
have several different categories which can be seen from the background of the child,
such as children out of wedlock. Children out of wedlock have different rights and
obligations from children born in legal marriages as regulated in Article 43 of Law
Number 1 of 1974 concerning Marriage that children out of wedlock only have civil
relations with the mother and her mother's family. The legal consequence is that
children out of wedlock only have the right to be raised and cared for by the mother
and her mother's family. Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has
been amended by the Supreme Court's Decision Number 46/PUU-VI11/2010 regarding
a judicial review of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and the decision
states that those who have a civil relationship with a child out of wedlock is not only
the mother but the biological father of the child as long as it can be proven by science.
If there is an abandonment of a child out of wedlock, it is certain that the mother of the
child out of wedlock must be responsible, while the father, as long as there is no
scientific or legal proof, it is still possible to be free from his responsibilities if he
neglects a child outside of marriage. Until now, the regulation that specifically
regulates the abandonment of children out of wedlock is still not clearly regulated,
besides the procedure for determining the biological father of a child out of wedlock
has not yet been regulated. Therefore, it is necessary to have special rules that
guarantee legal certainty for the child outside of marriage and the mother of the child
outside of marriage if the biological father of the child outside of marriage neglects.
This research is a legal research that uses a statutory approach and a conceptual
approach.

Keywords: Children Out of Wedlock, Abandonment, Accountability
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